BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lem merupakan suatu benda yang digunakan untuk merekatkan suatu benda ke
benda lain. Lem adalah benda cair yang berfungsi untuk merekatkan sesuatu pada
benda lain yang didalagpya=terka iktif yang memabukkan®. Lem

merupakan | UNJME;&§ ) . organisme hidup

atau adiksi yang

dapat men
sulit dihent enerus yang jika
dihentikan Diasa. Lem dapat
egunaan lem ini
pekerjaan atau
membantu but. Lem sendiri
memiliki z atau lebih. Lem
termasuk d a keberadaannya
legal sebagg aitu Lysergic acid
diethylamide Iekg gri family ergoline.
Lysergic acid dre d | aIing terkenal.® Zat
kimia ini sangat berbahaya, jika di konsumsi akan mempengaruhi system organ tubuh.
Bahaya tersebut seperti : a. denyut jantung meningkat, b. mual c. halusinasi d. mati rasa
atau kehilangan kesadaran e.susah bicara atau cadel f. kehilangan koordinasi gerak

tubuh g. kerusakan otak h. otot melemah i. depresi j. kerusakan saraf k. asphyxia I.

! Peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem di kota payakumbuh bab |
2 www.tneutron.net/seni/kegunaan-lemperekat/ di akses pukul 16.00 WIB tanggal 5 Juli 2018

¥ www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/2008/05/18/lysergic-acid-diethylamide/amp di akses pukul

16.00 WIB tanggal 5 Juli 2018


http://www.tneutron.net/seni/kegunaan-lemperekat/
http://www.google.co.id/amp/s/yosefw.wordpress.com/2008/05/18/lysergic-acid-diethylamide/amp

sesak nafas.* Kondisi ini sangat meganggu sekali pada system organ tubuh dan juga
merusak manusia jika di konsumsi secara berlebihan. Penggunaan lem ini pun kadang
menjadi pelampiasan oleh orang yang mengonsumsi narkoba.Selain itu juga orang yang
terganggu kejiwaannya dan anak yang broken home.

Lem termasuk kedalam kategori NAPZA yang terdapat pada UU nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika. Pada UU ini dijelaskan di pasal kesatu tentang zat adiktif atau

pakan hal yang
terlarang. n 2016 tentang
perubahan ang pencegahan,
penindakan askan pada pasal
1 ayat ke n atau zat kimia
olahan lain anpat dilarang oleh
pemerintah an Daerah Kota

Payakumb 0 ' per n lem. Adanyan

kelurahan, lebih dari 500 anak di Kota Padang terlibat dalam penyalahgunaan fungsi
lem (baca: menghirup lem). Bahkan, sudah ada beberapa kasus yang mengalami
gangguan kejiwaan dan sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Kota Padang sebagai Pusat

Pemerintahan Provinsi Sumbar tentu mewaspadai hal tersebut. Mengingat penggunaan

* www.google.co.id/amp/s/halosehat.com/gaya-hidup/aktivitas-berbahaya/bahaya-menghirup-lem-bagi-
kesehatan/amp di akses pukul 16.00 WIB tanggal 5 Juli 2018

® Perda nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 01 tahun 2003 tentang
pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit Masyarakat dan Maksiat.


http://www.google.co.id/amp/s/halosehat.com/gaya-hidup/aktivitas-berbahaya/bahaya-menghirup-lem-bagi-kesehatan/amp
http://www.google.co.id/amp/s/halosehat.com/gaya-hidup/aktivitas-berbahaya/bahaya-menghirup-lem-bagi-kesehatan/amp

lem itu merusak kejiwaan anak muda dan orang yang menggunakannya®. Kepala
BNNK Sawahlunto, Guspriadi kepada Haluan menuturkan, dari hasil penelusuran
dengan turun ke sekolah sekolah terutama di tingkat SLTP, pihaknya banyak menemui
siswa yang mengonsumsi lem dengan cara dihisap."Banyak ditemukan sisa-sisa
pemakaian lem di sekitar lingkungan sekolah. Meski tidak masuk dalam kategori
narkoba namun efek samping dari penyalahgunaannya sangat berdampak buruk bagi

yang menghisapnya karena bisa.cepe 8 ataf otak," katanya’. ”

Data J, anak-anak usia

sekolah tap Rata-rata mereka
berasal da — 3 . Meyeka kita jaring
saat/sesuda ele i : ! tKasat Pol-PP dan
Damkar Ka zon, Rabu (17/1)
di Markas $ Kapten Tantawi
Kelurahan gpanjang selama
ini telah me nghirup lem, dan
pada umu ang pelajar yang
kedapatan g erja Keamanan

Ketertiban disalah satu lokasi

® http://www.valora.co.id/berita/9237/500-anak-jadi-korban-ngelem-di-kota-padang.html# di akses pukul 17.00
WIB tanggal 6 Juli 2018

" https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/66660/bnn-temukan-banyak-siswa-ngelem di akses pukul
17.00 WIB tanggal 6 Juli 2018

8 http://sumbartime.com/kasus-pemakaian-lem-terhadap-remaja-sangat-marak-di-payakumbuh/ di akses pukul
17,35 WIB tanggal 6 Juli 2018

® http://www.pashana.com/2016/09/rehabilitasi-untuk-anak-anak-penghirup.html di akses pukul 17.35 WIB
tanggal 6 Juli 2018



http://www.valora.co.id/berita/9237/500-anak-jadi-korban-ngelem-di-kota-padang.html
https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/66660/bnn-temukan-banyak-siswa-ngelem
http://sumbartime.com/kasus-pemakaian-lem-terhadap-remaja-sangat-marak-di-payakumbuh/
http://www.pasbana.com/2016/09/rehabilitasi-untuk-anak-anak-penghirup.html

yang berada di Belakang Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, Tengah Sawah, Senin
(13/2/2017)*.

Dari beberapa daerah yang ada di atas dapat dijelaskan penyalahgunaan lem ini
banyak terjadi di Sumatera Barat. Penyalahgunaan lem rentan dilakukan kalangan anak-
anak, remaja hingga orang dewasa. Anak yang melakukan penyalahgunaan lem rata-
rata sudah putus sekolah. Penyalahgunaan lem didaerah seperti Padang, Sawahlunto,

Bukittinggi hingga Payaku h—attata asHedari meningkatnya kenakalan dan

perubahan sudah pernah

tertangkapp salah satu kota
yang dikatgKe yaitu Peraturan

Daerah Na Lem di Kota

oleh Satuan Pg aa K01 e engak perda seperti
Pemerintah K 'a Payakumbuh setra
stakeholder yang terlibat seperti RT/ R W/ Lurah, Camat serta niniak mamak yang ada di
Kota Payakumbuh.

Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai kewenangan dalam melakukan
pencegahan penyalahgunaan lem yang ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Kota Payakumbuh punya tanggung jawab dalam melindungi masyarakat

Ohttp://rri.co.id/post/berita/360659/daerah/tertangkap _ngelem 6 pelajar_bukittinggi_ini_diamankan_tim_sk4.h
tml di akses pukul 16.30 WIB tanggal 6 Juli 2018



http://rri.co.id/post/berita/360659/daerah/tertangkap_ngelem_6_pelajar_bukittinggi_ini_diamankan_tim_sk4.html
http://rri.co.id/post/berita/360659/daerah/tertangkap_ngelem_6_pelajar_bukittinggi_ini_diamankan_tim_sk4.html

yang terkena permasalahan dalam hidupnya seperti penyalahgunaan lem. Pemerintah
daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mencegah dan
memberantas tindakan penyalahgunaan fungsi lem'. Pemerintah juga bertanggung
jawab dalam memberantas penyalahgunaan fungsi lem. Secara sengaja menggunakan,
menghirup dan/atau menghisap lem untuk mendapatkan dan/atau menimbulkan efek
memabukkan dan/atau halusinasi. Menyediakan sarana prasaran untuk kegiatan

menghirup atau menghisap | Mias wgadilarang dalam menyediakan sarana

untuk peri a : kan penindakan

kepada magye \_\ terlibat di Kota

Faktoffz ’ 5 “Ngelem” yaitu
faktor ekste n i : gkstt aitu ke man. Kurangnya
perhatian - sibuk dengan
pekerjaann buat anak ingin
mencoba snya. Pengaruh,

i 1epde 939y NS gk untuk melakukan
aktivitas “Ngelém Lt miliki anak tentang
“Ngelem”, menurutnya jika “Ngelm’ maka efek yang akan ditimbulkan seperti
berhalusinasi, melayang-layang dan memperoleh kenikmatan®®. Mereka yang dijaring
kedapatan “ngelem” diberbagai tempat dalam Kota Payakumbuh. Sebahagian dari

mereka dibina oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Batalion dan

1 peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem BAB 111 pasal 4
12 |bid, pasal 6.

13 https://www.kompasiana.com/unnu/faktor-pendorong-anak-melakukan-aktivitas-
ngelem_5650652cd17e612109870520 di akses pukul 13.30 WIB tanggal 4 mai 2018



https://www.kompasiana.com/unnu/faktor-pendorong-anak-melakukan-aktivitas-ngelem_5650652cd17e612109870520
https://www.kompasiana.com/unnu/faktor-pendorong-anak-melakukan-aktivitas-ngelem_5650652cd17e612109870520

Pol PP. Sayang, setelah beberapa hari dibina sebahagian anak-anak jalanan ini kembali
kejalanan dan terjaring kembali melakukan perbuatan yang sama.

Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melakukan upaya sosialisasi peraturan ini
kepada sekolah yang bukanlah Sekolah teladan di Kota tersebut atau bukan sekolah
yang di unggulkan. Sosialisasi dilakukan oleh Sekretariat Bagian Hukum Kota

Payakumbuh. Sesuai hasil wawancara dengan pegawai Sekretariat Bagian Hukum

mengatakan;

ini tidak
ami sebab
S@ialisasikan
silitasi dan
a siswa di
g Perundang-

anak usia seko 10K De i fpa peringatan kesatu
sampai denga ' _ ah peringatan ketiga
yang bersangkutan masih menyalahunakan fungsi lem maka anak tersebut dikenakan
ketentuan pidana sesaui dengan pearturan daerah ini”*. Pada pasal ini menjelaskan

agar siswa dan remaja yang menggunakan atau yang belum menggunakan mulai

mengurangi dan jangan mencoba-coba melakukan penyalahgunaan lem. Sosialisai pada

' pPeraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh BAB VIII
pasal 11



tahun 2016 oleh sekretariat bagian hukum ini adalah tahap pertama dalam pelaksanaan

perda. Setelahnya akan dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sosialisasi yang dilakukan oleh sekretariat bagian hukum Kota Payakumbuh
berjalan dua hari yaitu pada hari rabu dan hari kamis pada tangga 20 dan 21 April 2016.
Sosialisasi pun dilakukan kepada siswa SMA yang tersebar di Payakumbuh bertempat

di aula Walikota Payakumbuh Jin, Soekarno Hatta Bukit Sibaluik Payakumbuh.

Dinas Pendigirkans Qe falisasi.g lakukant §ini senada yang

Hukum Kota
Dsialisasi yang 1 an, due pulan april.
mekanism gl ta s pada dinas
an. Dinas péndidika kan berapa
aknya siswa yang di ung s . Kani§dari bagian
m meminta lebih Kurang20g gikargnad kami jug batas pada
an. Makanya kami.memi ada dinas pendic sebanyak
\Wawancara den e “Kasubag Rerunfigng-Undangan
al 29 agustus

[ 10 tahun 2015
tentang lara ayakumbuh tidak
melakukan tindaks ' eketalr-vane 3 o s@sialisasi itu ada 23

sekolah menengah atas C _ #1 dibawah ini.

Table 1.1 Sosialisasi Pada Perwakilan Siswa SMA

No NAMA SEKOLAH JUMLAH PESERTA
1 SMA 1 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA
2 SMA 3 PAYAKUMBUH 14 ORANG SISWA
S SMA 5 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA




4 SMKN 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA

5 SMKN 3 PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA
6 MAN 3 PAYAKUMBUH 6 ORANG SISWA
7 SMK MITRA PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA
8 SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA
9 SMA NUSANSTARA PAYAKUMBUH 10 ORANG SISWA
10 MAS PAKAN \/ Rasmg AND RANG SISWA
=1 NIVE ALAS =
11 SMA INSAN CENDlKlm 6 ORANG SISWA

Sekretariat B

Urut gikuti sosialisasi

pada tahap s adalah yang di
undang pac ang siswa Yaitu
perwakilan
Kota PayaK , )16 yang juga di

hadiri seb iharapkan dapat

mensosilisasike aka mlermjwlg\ ghusia di sekolahnya
masing- masm M

Table 1. 2 Sosialisasi pada SMA

NO NAMA SEKOLAH JUMLAH PESERTA
1 SMA 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG
2 SMA 4 PAYAKUMBUH 10 ORANG
3 MAN 2 PAYAKUMBUH 14 ORANG
4 SMKN 1 PAYAKUMBUH 14 ORANG
5 SMA RJ PAYAKUMBUH 10 ORANG




6 MAN 1 PAYAKUMBUH 10 ORANG

7 SMA PGRI PAYAKUMBUH 10 ORANG

8 SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH 10 ORANG

9 MAS KOTO PANJANG 10 ORANG

10 SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH 10 ORANG

11 SMA MOECHTAR PAYAKUMBUH 4 ORANG Sumber:

12 SMKS 1 WIRABAKTI PAYAKUMBUH 10 ORANG Sekretariat
JUMLAH 122 ORANG

Bagian

Tujua kurang dan tidak

ada lagi sig lem. Selain itu

siswa juga alangan remaja.

Sosialisasi enerus dengan

tertangkap secara langsung

kepada gu sosialisasi yag

dilakukan undangkan oleh

bagian huk 5asi tersebut oleh

Dinas Pend

A KEDJAJA AN
AN -

€ oleh Dinas
Pendidikan dan berapa _ sPendidikan yang menentukan,
karena Dinas Pendidikan punya alasan bahwa sekolah yang paling
sedikit pada undangan tersebut siswa nya rajin-rajin dan seokolah yang
lain yang banyak sedikit kurang rajin dan juga tercatat ada siswa

nakalnya. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-Undangan
Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 10. 15 WIB tanggal 29 agustus
2018)

kasubag bagian

Untuk kelanjutan sosialisasi kepada masyarakat pemerintah Kota Payakumbuh
menggunakan media baliho yang dipasang di tempat tempat tertentu oleh pemerintah.

Sosialisasi tersebut dilakukan selam 3 sampai 6 bulan kepada masyarakat umum



bahwa di Kota Payakumbuh telah ada peratuan daerah yang melarang masyarakat
melakukan penyalahgunaan lem. Target pada peraturan daerah ini ditujukan kepada
seluruh Masyarakat Kota Payakumbuh. Tetapi terkhususnya ditujukan kepada siswa
sekolah dan anak yang masih usia bersekolah. Seperti pada pasal 11 yang ada pada
Peraturan Daeran nomor 10 tahun 2015 tentang Larangan Penyalahgunaan Lem di
Kota Payakumbuh. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag perundang-

undangan sekeretariat bagiapha

pada a tahun 2016 sudah kami 303|al|sa an padajulan april.
ni di targetkan pada pelajarsebagai tujuan utama @afi perda ini,
perarti masyarakat s apl terkena sanksjfjuga karena
juga kepada g arakat g umduh. Namun
ya memang sebab pe ng banyak
ukan penya vl Bekali saja,
peada kegiatg
ga mesos S1K3
di terbitkaf@stan
aS| juga kami la kuk , Spanduk.
an mengunakan baliho © |t Bermasa, adg yvaktu habis

pi_kami juga takihe a_ Mensosia saS| : perda ini.
g-Undangan
tanggal 29

juga bertemf Sialisasi dilakukan

kepada seluruj buh sebanyak 89
orang siswa. Perwakilan siswa 1 sekolah yang bersangkutan dan
jumlahnya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Perwakilan tersebut

adalah anak sekolah menengah pertama yaitu:

Table 1.3 Sosialisasi pada SMP
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No NAMA SEKOLAH JUMLAH

PESERTA
1 SMPN 2 PAYAKUMBUH 10 ORANG
2 SMPN 4 PAYAKUMBUH 10 ORANG
3 SMPN 6 PAYAKUMBUH 10 ORANG
4 SMPN 8 PAYAKUMBUH 12 ORANG
5 SMPN 10 PAYAKUMBUH 8 ORANG
6 SMPN MUHAMMADIYAH PAYAKUMBUH 6 ORANG
7 SMP INSAN CENDIKIA PAYAKUMBUH 6 ORANG
8 MTSN KOTO R cF"éX%(H e 6 ORANG
9 MTS KOTO PANJANG PAYAKUMBUH 5 ORANG
10

MTI&MAW(UWUMOWG

11 MTS SYECH IBRAHIM TIAKAR PAYAKUMBUH 5 ORANG

2 sfrmonn sLGEEERIRY,, SO

JUMLAH 89 ORANG

maja awal yang
ta rata pada usia
11-15 tahufjSange | ingkungan Sosiz ntuk mencegah
agar merel : merintah terkait
Ja SMP ini dapat

mensosialisal ST TeTTICTITYe tujuan penegakan

Anak yang yang tertangkap trsebut di proses oleh Satpol PP dan akan di uji
secara psikologi atau medis. Setelahnya baru dapat ditentukan akan di rehabilitasi
secara sosial atau secara medis. Untuk rehabilitasi sosial akan diserahkan kepada LSM
GEMPA (Genenrasi Muda Payakumbuh) yang juga difasilitasi oleh Dinas Sosial dan
BNN Kota Payakumbuh. Anak yang direhablitasi di LSM GEMPA ini di rehabilitasi

sesuai dengan standar operasional prosedur dari Peraturan Badan Narkotika Nomor 4

11



Tahun 2015 tentang cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau
masyarakat. Reahabilitasi yang dilakukan ada kateristik riwayat sekolah yang pernah

ditempuh oleh pasien seperti tabel 1.4 dibawabh ini.

Table 1.4 Rehabilitasi Berdasarkan Sekolah yang Pernah di Tempuh tahun 2016

No Jenjang Sekolah Jumlah Sumber:

LSM 1  Sekolah Dasar 5 orang Gempa
Sekolah Menengah Atas 12 orang merupakan
2016  dar Tidak Sekolah |PBekolah  yang

itempuh  oleh

rehabiltasi at y ankanya. Sesuai

tabel diatas : : dengan tamatan

sekolah teré ‘ an Sekolah Dasar.

Data pada tab A OLeporme ) uk kg Sate ang mengisap lem
= N~

yang dirawat % %-’-ui:; kokain. Sebanyak 24

orang yang akan dilakukan rehabilitsi olen LSM GEMPA tersebut tidak banyak dari
pihak keluarga pasien yang ingin anak nya di rehabilitasi secara rawat inap. Anak yang
dirawat inap harus sesuai dengan izin keluarga dan memang dianjurkan untuk di rawat
inap karena sudah terlihat sangat serius. Namun ada juga pasien yang di rujuk ke RS
Jiwa Prof. HB Sanin Kota Padang. Pasien yang di serahkan ke RS Jiwa Prof.HB

Sa’anin Padang merupakan Pasien yang mengalami kejiwaan yang serius sehingga

12



harus dirawat inapkan di RSJ tersebut. Untuk rehabilitasi tentu ada jenjang umur yang

di rehabilitasi agar upaya rehabilitasi berjalan seperti tabel 1.5 dibawah.

Tabel 1.5 : Rehabilitasi Berdasakan Jenjang Umur tahun 2016

No Jenjang umur Jumlah
1 10-15 tahun 1 orang
2 16-20 tahun 5 orang
3 21-25tahun 10 orang
4 WIS T M ALRY
5 31—35.tahun . 2 orang
| S ~ s
7 . 40 keatas 0o
Sumber:
LSM

ebih banyak pada
a pasien tersebut
ang dikategorikan
sebagai umu q ada Juga’ ang di kategorikan
sebagai ABG™¢AleK)Batu A fat~Dahwa rentang usia
Ie. Anak-anak usia ini banyak

pengguna penyalahgunaan oba

mengkonsumsi Napza yang tertera pada tabel 1.6 dibawah:

Tabel 1.6 : Jenis Napza yang dikonsumsi tahun 2016

No JENIS OBAT JUMLAH
1 THC 11 ORANG
2 AMP 5 ORANG

13



3 THC&AMP 6 ORANG

4 BARBITURAT 1 ORANG
Sumber:
5 INHALEN/lem 1 ORANG
LSM GEMPA
Jumlah 24 ORANG

Tabel diatas merupakan tabel bahan adiktif yang sering digunakan oleh

penyalahgunaan obat obatan. Untuk kategori THC ada 11 orang yang melakukan

kandungan disebut dengan

depresan. alusinasian pada
sipemakai. at obatan seperti
sabu, eksta dan over aktif.
Meningkat ari biasanya yang
melebihi m 3 brang . Barbiturat
adalah obat n ini yaitu untuk
penenang. dan sejenisnya.
Inhalen ini h manusia secara
berlebihan d Lintuk dikonsumsi
oleh manusia _ dirawat di atau di
AN =
rehabilitasi ole - m pendidikan.

Tabel 1.7 : Sesuai Tamatan Sekolah tahun 2017

No Jenjang Sekolah Jumlah
1  Sekolah Dasar 11 orang
2  Sekolah Menengah Pertama 28 orang
3  Sekolah Menengah Atas 59 orang
4 Perguruan Tinggi 2 orang

14



5 Tidak Sekolah 0

Jumlah 100 orang

Sumber: LSM Gempa

Pada tahun 2017 meningkat dari 24 orang pada tahun 2016 maka pada tahun ini
berjumlah sebanyak 100 orang. Pembagian dari 100 orang ini dari berbagai obat yang
di konsumsi dan dari berbagai umur serta tingkat sekolah mana yang paling rentan
terlibat. Rawat inap yang.ciektRa Bmpassecara bertahap per enam bulan

selama tahgp 2027 PUJN[!E J0en| ergotnanapza terbanyak

terdapat pa | I idi ) A sebanyak 59

yang rawat jalan.
Untuk rawat jhap i deg @, Jari pi keluarga. Tabel
tan dari jenjang

sekolah terdkhir i ‘ but saffpai di rehabilitasi

St ing sifatnya
BLC yang lebih

Juga. Tetapi
| ’*{ g pendidikan
e Ad QRGY SEL:8MP,SMA yang

K "&%ﬁ:‘ am(ﬂ ini sangat
disayangkan karena yaSa mestinya sudah tau mana

yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk yang tidak sekolah itu tidak

ada, karena rata rata mereka ini serendah rendahnya tamatan SD.(
Wawancara dengan Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17 September 2018 pukul
10.30 wib)

Sesuai dengan wawancara diatas rehabilitasi yang berdasarkan tamatan sekolah
lebih banyak pada tingkatan SMA. Pada bangku sekolah ini tentu adalah orang yang
sudah memiliki pengetahuan tentang bahaya NAPZA. Pelaku pada jenjang pendidikan

diatas merupakan pendidikan terakhir yang pernah ditempuhnya. Sesuai degan hal

15



tersebut tentu banyak yang tamatan sekolah ini memiliki umur yang bervariasi. Ada
yang tamatan SMA tetapi umurnya sudah lebih dari usia SMA, begitu juga pada Usia
sekolah yang lainnya. Mengenai hal tersebut pada tabel dibawah ini akan dijelaskan
usia rehabilitasi sesuai usia terakhir masuk pada panti rehabilitasi yang di jelaskan pada

tabel 1.8 usia pasien rehabilitasi.

Tabel 1.8 Usia Pasien Rehabilitasi tahun 2017

No Jenjang um W Total
U = elamin” A
1 10-15 tahun . Lakl laki Perempuan
2 16-20 tahurIiLakl -laki m:mg ]I
3 21-25 tahun Laki-laki Perempuan 3 orang
4 2630 tahurllLakl -laki ‘ m II
5 31-35 tahun Laki-laki Perempuan
6  36-40 tahur‘lr'Lakiflaki uan‘ | 1'
7 40 keatas Laki-laki 3 Perempuan
Jumlah

Pada tap o Giatas 3 05 fkai Narkotika serta
penyalahgunaan lem pada a nl adalah usia remaja aktif
yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA. Usia pada tingkat sekolah ini
sangat rentan menjadi pelaku dan pengguna Narkotika. Usia dibawahnya bisa dikatakan
mencoba coba sampai menjadi pengguna yaitu pelajar yang duduk di bangku SMP.
Dari bangku SMP inilah mereka memulai sampai akhirnya di SMA mejadi pengguna

tetap. Pada tabel di atas tertera jenis kelamin perempuan pada nomor 2 dan 3 yang

terdapat pada usia 16-20 tahun ada enam orang pasien wanita yang di rawat dan usia
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21-25 tahun ada tiga orang pasien wanita yang di rawat. Usia pada tabel di atas
menjelaskan bahwa usia murni saat ini yang di rawat oleh LSM GEMPA tersebut. Pasie
yang dirawat mengkonsumsi THC, AMP, THC&AMP, INHALEN, dan

BARBITURAT seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.9 : Jenis Napza yang digunakan tahun 2017

No Jenis obat Jomian
1 THC 43 orang

2 Um,] RIVWI s e ""UHW

3 THC&AMP 2 orang

4 IE BARBITumg JI
5 ~ INHALEN Torang

Pengg T+ Z jajlebih banydkl di gunakan yaitu
sebanyak 4 W |
ekstasi da aypitu sebanyak 29
orang yang uanya THC dan

AMP sebanydl No*Pasiap (BarBithat AngyUDe
AN =
efek menenan ' 4. i.se.

2% banyak 19 orang. Lalu

enang yang punya

terakhir ada Inhalen, disebut juga dengan lem, bensin, cat, dan sejenisnya digunakan
oleh pasien sebanyak 7 orang yang di rawat oleh LSM GEMPA sesuai dengan

penjelasan pengurus LSM Gempa di bawah ini pada sesi wawancara :

“...untuk obat obatan yang digunakan oleh pasien biasanya memang
dimulai dulu dari yang murah atau mendapatkannya dengan yang murah.
Setelah itu baru naik ke yang lebih diatasnya lagi seperti ekstasi,sabu,
baru sampai ke ganja. Untuk anak lem disini sebenarnya banyak namun
yang direhabilitasi belum seberapa karena izin orang tua tidak ada. Ada
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juga orang tuanya menganggap anaknya tidak sakit, ya kami tidak juga
memaksakan. Untuk anak usia dibawah sepuluh tahun kami tidak
melakukan rehab, karena usia segitu biasanya masih dalam kasih sayang
keluarganya. Tetapi kalau ada orang tua yang menghantarkan kepada
kami, kamipun mengarahakn ke lembaga yang lebih berhak lagi. Kami
juga menjelaskan kalau usia tersebut masih dalam usia kasih sayang
orang tua. Takutnya kami membuat sianak tambah terganggu

kejiwaanya. (Wawancara dengan Adek pengurus LSM GEMPA, tanggal 17
September 2018 pukul 10.30 wib)

Setelah dilakukan rehab oleh IPWL GEMPA tindakan selanjutnya sesuai dengan

izin orang tua dari pelaku tersebut akan dikirim kerumah damping BNN di Kota Padang

untuk menjalaai -. WWER&HM{AMBAIMS] atibag tersebut berguna

untuk keterdhpilan derrkill para pelaku supaya setelah Setgsainya dijrehabilitasi dapat

yang dilakukan
ini tentu dap&t di . h dari kebiasaan
menghisap ma enam bulan

rehabilitasi t inap oleh L 3 akan dilanjutkan

kembali re asi tersebut.

at inap dan
izin dari
Sien. Untuk
3 parah nya
pengaruhi
diantarkan
a\'elﬁaﬂ JMAINe ol VIPA, tanggal 17

= N~
Rehabiltasi yang _ diajalan kan secara bertahap
untuk rawat inap dan izinkan oleh kelurga pasien. Untuk pasien biasanya di antarkan
oleh keluarganya untuk meminta LSM GEMPA merehabilitasinya. Sesuai dengan pasal
8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “orang tua atau wali dari penyalahguna fungsi lem yang
belum cukup umur melaporkan kepada pusat kesehata masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi alternative

yang ditunjuk oleh Pemerintan Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
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perwatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi
alternatif. Penyalahguna fungsi lem yang sudah cukup umur melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dana tau rehabilitasi alternative yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau untuk
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi

alernatif™. Isi dari perda diata a oleh Adek Pengurus LSM pada

kutipan wa . UN'VE RSITAS ADALAS

akkan oleh keluargan \ ena pasien

| menerima
ada pasien
dari dinas
bahwa ada
dari pihak
dari satpol

cara dengan
b).

litasi sosial yang
ada secara pasiennya sudah
serius. Prog dua model yaitu
rogram TC ini
merupakan k& : ehApési : gedepankan perilaku

.‘ -,- ef tersebut di masukan

kedalam ruang detok untuk melakukan program tersebut atau disebut dengan (man

murni pasien

helping man to having solve). Kegiatan harian yang dikedepankan itu seperti kegiatan
sehari hari normal yang dilakukan oleh orang normal. Yaitu sholat, penyuluhan makan
tepat waktu dan berkarya serta olahraga. Kegiatan ini dilakukan setiap hari serta sekali

dalam sebulan juga melakukan jalan jalan serta ada juga pesantren kilat.

*> Perda nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem pasal 8 ayat 1-2.
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Untuk rehabilitasi ini tidak saja LSM GEMPA namun juga terlibat IPWL
(institusi penerima wajib lapor) Puskesmas Payolansek. Puskesmas Payolansek
menajadi salah satu aktor pelaksana dan penerima rehabilitasi dibawah naungan Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh. Puskesmas Payolansek berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan dalam melaksanakan rehabilitasi secara medis. Rehabilitasi yang dilakukan
di Puskesmas Payolansek ini secara rawat jalan. Tenaga pembantu di Puskesmas

Payolansek ini merupakan dari-BD#ae 2hg ang terlibat. Dinas kesehatan dan

Puskesmas , P : Dinas Kesehatan
berfungsi fagmel erSebut atau disebut

pengguna le

T3
No
1 2015 1 Rawat jalan
2 [l 206 20 Rawatjgla
3 2017 4 Rawat jalan

Sumber : IPY
Pada ta“ L angyand A . .-.- oleh Puskesmas
Payolansek semeijake-Reratl L0=@khur-2015 di Implemetasikan.

Rehabilitasi medis yang dilakukan di Puskesmas sesuai dengan aturan medis yang

dibutuhkan oleh Puskesmas Payolansek dan Dinas Kesehatan. Standar operasional
prosedur (SOP) reahabilitasi yang dilakuakan oleh Puskesmas Payolansek dan Dinas
Kesehatan merujuk kepada Peraturan Badan Narkotika Nomor 4 Tahun 2015 tentang
cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau masyarakat.
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“...Dinas kesehatan tidak begitu melayani pengguna yang direhabilitasi
di dinas atau di puskesmas payolansek dikarenakan dari BNN juga
sudah ada membantu melakukan rehabilitasi untuk mereka para pecandu
lem ini. Dinas kesehatan melakukan rehabilitasi pada pecandu yang
datang ke puskesmas atau yang langsung ke Dinas Kesehatan dengan
cara rehabilitasi rawat jalan. Dinas kesehatan sifatnya lebih kepada
menunggu saja . Karena kami tidak tahu mana masyarakat yang ingin di
rehabilitasi.  Kalau ada yang datang kami layani juga dengan
sepenuhnya. Dinas kesehatan dan Puskesmas Payolansek ini tidak
melakukan rehabilitasi rawat inap, karena sifat rawat inap itu sendiri
sudah terbilang sudah tingkat akut dan itu dilakukan olen BNN Kota
Payakumbuh. Rehablllta5| yang dllakukan oleh dlnas kesehatan dan
puskesmas payola : shabilils Pelayanan yang
ggu organ tubuhnya
bantu rehab
ehatan bagian

buh merupakan
salah satu bosial dan Dinas
Kesehatan

pelaksanaa

. ita¥*car a rEHabillifasi Mengi
N

oleh masing masing-feinka ) ja Bt Sebtrt karena masing masing
lembaga punya tahap tahap rahab msing masing. Pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa
tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota. Pada peraturan walikota dini merupakan salah penulisan
oleh tim pembuatan perda ini sehingga tahap rehabilitasi diserahkan pada lembaga yang

berwenangan saja. Senada dengan yang dijelaskan oleh Kasubag bagian hukum:
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“...untuk tahap rehab sebenarnya sudah ada dijelaskan dalam perda
yaitu sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Namun pada pasal
tersebut kami salah pengetikan yang sebenarnya sesuai dengan aturan
rehab lembaga yang berwenang yang sesuai aturan menteri terkait. Jadi
pada perda tersebut rehabilitasi sesuai dengan peraturan walikota itu
salah dan salah ketik. Perwako itu silahkan diganti saja dengan lembaga

terkait saja. (Wawancara dengan pak Wengki SH.MH Kasubag Perundang-
Undangan Sekretariat Bagian Hukum Kota Payakumbuh pukul 11. 15 WIB tanggal 4
Juli 2018.)

Tahap rehabilitasi secara sosial juga di atur dalam Peraturan Menteri Sosial

nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan

korban penyalahgu aUNtVERIMN@m iktif lainnya. Adanya

peraturan

I mengikuti alur
rehabilitasi tasi sosial juga.
Selain itu r hatan nomor 46
2dls bagi pecandu,
proses atau yang
telah diput panti rehabilitasi
mengikuti 3 sosial dan medis
tidak perlu bilitasi sendiri.
Pela : i romiciairialy yalahgunaan Lem
di Kota Paye aitu Tim penegak
perda terdiri Jan _Re umbuh, TNI Kota
Payakumbuh, Sekretariat Bagian ykumbuh serta Instansi yang terlibat
didalamnya. Untuk penegakan perda nomor 10 tahun 2015 tentang larangan
penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh instansi yang terlibat yaitu Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan. Serta di luar itu BNN juga ikut didalam penegakan Perda sebagai
pendukung. Lalu dinas sosial memiliki mitra denga LSM GEMPA untuk rehabilitasi
sosial dan spiritual. Kemudian Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan IPWL

Puskesmas Payolansek untuk rehabilitasi medis secara rawat jalan. Tim penegak perda
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ini disebut dengan tim tujuh yang di atur dalam Surat Keputusan Walikota Payakumbuh

Nomor : 300. 5/126/WK-PYK/2018.

Penegak perda yaitu satuan polisi pamong praja tentu melakukan razia yang
jadwalnya tidak ditentukan. Setiap kali pol pp melakukan razia selalu saja ada yang
tertangkap. Razia dilakukan oleh penyidik dari satpol pp sendiri, penyidik satpol pp ini

yaitu anggota satuan polisi pamong praja yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai

8 penyidik.
berada di
sapol pp Kota

olen walikota
t Kabid (Kepala
} dan juga nanti

oordinasi inilah

lainya anggota satpol pp yang Mbantu seperti yang dijelaskan oleh

kabid penyidik Satpol-pp Kota Payakumbuh:

“...Pol pp tetap memberikan pembinaan kepada yang tertangkap, karena
banyak juga dari masyarakat yang tidak tahu dengan perda tersebut.
Nanti setelah pembinaan diserahkan ke dinas sosial atau dinkes,
seandainya tertangkap kembali akan diberikan sanksi. Peran serta
masyarakat memberitahu kepada satpol pp maka kami akan turun
langsung ke lapangan. Ke ikutsertaan masyarakat membantu kami

menegakkan perda ini. (Wawancara dengan kabid penyidik satpol pp Kota
Payakumbuh, Bapak Budi Kurniawan pada tanggal 28 agustus 2018. Pukul 11,15
WIB)*
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Pada poin pasal 12 tentang ketentuan pidana mengenai larangan penyalahgunaan
lem. Menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidanan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran *°. Sesuai

dengan pasal tersebut maka akan ada pelaku yang akan dipidana jika telah melakukan

i ua kali tertangkap dan embalikan
g tua ada yang di rehalajklCae(wa i aligya, sekretaris

Hasil /a iatas T ] i yang melakukan
jauh ini. Namun
untuk pela a an direhabilitasi
yang melanggar

menjaga dan

fungsi lem dilakukan pembinaan oleh sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi
sesuai dengan paraturan yang berlaku di sekolah. Bagi anak usia sekolah yang tidak
bersekolah diberikan pembinaan berupa peringatan kesatu sampai dengan ketiga dan
membuat surat pernyataan. Apabila setelah peringatan ketiga yang bersangkutan masih

menyalahgunakan fungsi lem maka anak tersebut dikarenakan ketentuan pidana sesuai

'® peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem di Kota Payakumbuh pasal 12
tentang ketentuan pidana.
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dengan peraturan daerah ini*’. Sanksi pada pasal 11 ini menekankan pada siswa yang
masih bersekolah. Siswa yang tertangkap oleh satpol pp akan diproses oleh pihak
sekolah dan orang tua. Selanjutanya sanksi administratif di terapkan oleh sekolah sesuai
aturan yang ada seperti system bobot yang di terapkan disekolah sesuai pelanggaran

dan mendapatkan bobotnya sesuai dengat aturan tersebut.

“...siswa yang mendominasi dari salah satu sekolah tidak ada. Semua
yang pernah kami prose Kebanyakan berusia masih remaja dan

mua siswa sudah
ada yang pefha jari ini digejesaikan bersama
dengan pih a \ lesaign kasus tersebut

dilakukan dega g anjianibersame | pp dan sanksi

denangkapan dan

Q~ i
laporan mag ¥“"—'_—/ Quari sebanyak 2
: ‘ BUIGh (il 4 PjaNg. p
N AN =
%1

% DA arfg, maret, 3 orang, juli

orang, bulan 2018 sampai bulan

agustus ada 1

1 orang, agustus 1 orang. Hasil yang eldh didapat ini telah diproses oleh satpol pp dan

ada yang telah di rehabilitasi dan juga diserahkan kepada Dinas Sosial.

>’...untuk data anak lem ini pada 2017 ada 10 orang dan 2018 ada 17
orang sampai bulan agustus. Data tahun 2016 itu kami tidak punya lagi
karena hilang sebab kami baru pindah ke gedung ini. Makanya tidak ada

data nya sama kami. (wawancara dengan ani aniaya, sekretaris penyidik satpol pp
Kota Payakumbuh pada taggal 28 agustus 2018. Pukul 14.30 Wib)”

Y7 Peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 pasal 11
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Sasaran dari perda nomor 10 tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Lem
di Kota Payakumbuh adalah agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan lem di
kota Payakumbuh. Penggunan lem sendiri dapat merusak kejiwaan serta mental bagi
orang yang mengkonsumsinya secara langsung dan terus menerus. Penggunaan lem
juga awal dari terjerumusnya masyarakat kedalam pemakaian Narkotika dan Psitropika.
Sehingga perilaku itu menjerumuskan bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Untuk

mencegah secara dini pe mpuh menegaskan di dalam perda

tersebut ba sangat dilarang
dalam pen an kebijakan ini
Np. Serta meminta

masyarakat jdgla ad S ' @gqr ditindak lanjuti

kan orang
inya akan
langsung

ol Kota
pme —-mn--nr'v»‘/‘ ) pp

7 ..u....

Hasil gelem ini adalah
K E OJ Al A AN

orang yang b % -o 1(‘ dabi wilayah luar Kota
Payakumbuh. Sehingga membua ah dengan perilaku mereka yang yang
“’ngelem’’ ini. Keresahan masyarakat seperti ini melaporkannya kepada pihak yang
berwenang agar di tindak oleh Satpol PP sebab Satpol PP lah yang berwenang dan
berhak menanganinya. Ke ikutsertaan masyarakat ini tertuang dalam perda terdapat
pada pasal 9 yang berbunyi °* masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya
untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan fungsi
lem. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya kegiatan
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penyalahgunaan fungsi lem.*® Wawancara diatas senada dengan yang dijelaskan oleh

pengurus LSM Gempa yang juga mengatakan hal tersebut.

¢’...kasus anak lem ini sebenarnya banyak yang sudah ditangani namun
pelakunya memiliki kasus ganda, ada yang anak jalan mereka juga
ngelem tetapi kasus anak jalanannya yang ditindak, ada juga anak punk
juga ngelem tapi kasus anak punk nya yang di tindak. Jadi kasusnya ini
banyak tetapi karena ganda itulah yang susah untuk di selidiki. Kalua
untuk kasus anak lem saja khusus anak lem saja tidak terlalu banyak

tetapi mereka selalu ada kami temukan. (wawancara dengan rima pengurus
LSM GEMPA, pada taggal 8 november 2018. Pukul 15.30 Wib)”

edis. Kasus yang
engangkat kasus
dominan. Untuk

kasus anak

mereka sela ga direspon oleh
masyrakat j an anaknya juga
yang ‘’nge

adipura itu

patu orang

¥ yang didekat

8€THYngelem disana

3 'm eKa. Karena ada

laporan kami langsung Mhdakan. (wawancara dengan ani

aniaya, sekretaris penyidik satpol
Pukul 11.30 Wib)”

pp Kota Payakumbuh pada taggal 8 november 2018.

Berdasarkan wawacara diatas bahwa anak lem yang ada di Kota Payakumbuh itu
banyak. Mereka kadang berada ditengah tengah masyarakat melakukan tindakan
tersebut. Sehingga masyarakat merasa resah dengan perilaku mereka tersebut yang juga

merugikan masyarakat. Sehingga masyarakatpun melaporkan kepada pihak yang

' Peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 pasal 9 ayat 1 dan 2b.
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berwenang. Dengan laporan tersebutlah satpol pp bergerak untuk menindak lanjuti
laporan masyarakat tersebut. Jika memang terdapat anak lem nya disana maka akan di
proses di kantor Satpol PP oleh penyidik satpol pp tersebut. Laporan yang masuk
kepada satpol pp itu dalam sebulan lebih/kurang 10 orang yang melaporkan kepada

satpol pp. Sesuai dengan wawancara bersama sekretaris penyidik mengatakan :

..dalam sebulan itu kira klra lebih kurang ada 10 orang yang
melaporkan kepada kami aporan tersebut kami Iangsung

addlah peran serta
masyarakatfyang j - hgkiing -: oran masyarakat
tersebut tidgltha ae ‘ 3 masulf ke LSM gempa
yang sebag ! i i '.1 oran masyarakat
tersebut ju erkai isi perda 3 _ ga diminta kepada
masayrakat JKe - % elita masyarakat ini

ita masyarakat ini

a‘dikira kira ada

' It ya juga yang
melaporkan kepada ke | ukan plhak yang berwenang
tetu kami arahkan ke satpol pp. hamun atas seizin orang tua kadang kami

bantu juga untuk assessment nya. (wawancara dengan rima pengurus LSM
Gempa, pada taggal 8 november 2018. Pukul 15.30 Wib)”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua laporan yang
sama Yyaitu dari satpol pp dan LSM. Laporan ini ada yang dari masyarakat sendiri ada
juga dari pihak keluarga. Laporan msayrakat inilah yang membantu untuk melakukan
penyidikan kelapangan oleh satpol pp sebagai pihak yang berwenang dalam

penindakan. Masuknya laporan dari masyarakat ini memberikan tanda bahwa anak lem
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ini memang terbukti ada di Kota Payakumbuh. Sehingga pelaksanaan perdan nomor 10

tahun 2015 tentang larangan penyalahgunaan lem semakin berjalan dengan baik.

Kebijakan yang telah di sosialisaikan oleh pemerintah terkait akan diterapkan
secara tegas oleh penegak perda atau satpol pp. Melihat kinerja sepanjang tiga tahun
pelaksanaan kebijakan perda larangan lem ini sudah banyak yang dilakukan rehabilitasi

hasil dari razia satuan polisi pamong praja. Sumberdaya yang ada dilingkungan

Sumberdayg na engkapi-eer asiiitas-+eha oSl , Puskesmas, dan
BNN serta yang lai ibat. ~\aF; ' kan dana, ,maka
anggaran . pakan anggaran

dana dari smas Payolansek

g berkoordinasi
bak utama akan
oordinasi dalam
an perda akan
bosial dan Dinas
Kesehatan. Sélg ‘ i aDi MMaSlymaka* Dinas Sosial akan
mengarahkan kepada LSM GE esmas Payolansek atau BNN Kota

Payakumbuh. Setiap instansi yang mempunyai keterlibatan ini berkoordinasi secara

penuh sesuai dengan hierarki masing masingnya.

Satpol PP bertugas melakukan penegakan perda di daerah Administratif Kota
Payakumbuh. Salah satu perda yang ditegakan adalah Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh.
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Penegakan perda ini dilakukan agar mulai berkurangnya pelaku penyalahguna fungsi
lem berada di Kota Payakumbuh. Penyalahguna lem tersebut yang telah tertangkap
maka akan di bawa ke kantor Satpol PP untuk proses menindak lanjuti kasus
penyalahguna fungsi lem tersebut. Kemudian setelah adanya proses yang dilakukan
oleh penyidik Satpol PP maka dapat dilihat bahwa yang tidak di anjurkan untuk di
rehabilitasi akan diberikan sanksi dan surat perjanjian. Kemudian jika ada yang

direhabilitasi maka akan diserg

eh Dinas Sosial
dengan mefmifasilitasi aga] inilah dilakukan
rehabilitasi ra sosial. ak A \ ini ada dua cara

yaitu secarg frawat i Ie Dijas Sosial adalah

atau walinygjt n W3 i pengémbalian ta#Sebut juga melalui

................ Proses rehabilitasi

pada Dinas , H ang. Sama halnya
: KEDJAJA AN
dengan Puske m-l : v RASTEN ye@fg tiatang untuk berobat.

Sistem rehabilitasi yang dilakukamn*ok gsehatan yaitu dengan cara rawat jalan,
begitu juga dengan Puskesmas Payolansek. Hal yang berbeda dengan Puskesmas
Payolansek yaitu sudah menjadi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang telah

ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Diluar pemerintah sebagai penyelanggara pemerintahan peran dari masyarakat

sangat dibutuhkan juga untuk membantu kelancaran dari implementasi dari penegakan
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perda nomor larangan penyalahgunaan lem. Sebab bersinerginya pemerintah dengan
masyarakat akan membantu memudahkan pekerjaan pemerintah dalam penindakan
anak lem tersebut. Keseriusan pemerintah dalam penindakan anak lem di Kota
Payakumbuh memperlihatkan bahwa pemerintah memang serius untuk membersihkan
masyarakatnya dari zat adiktif tersebut. Adanya keseriusan tersebut telah digalakan

sosialisasi kepada masyarakat dan siswa di Kota tersebut.

bukan saja masyarakat luas,

partisipasi iperlukan untuk
mengawasi )lah, komunikasi

antar orang erbukaan antara

or 10 tahun 2015

. KE DJAJAA N
tel’ltang Iaran S AN = -'; .:ﬁ‘ merupakan DIlnas

g
Sosial dan Dinas Kesehatan. Imp a0 dilakukan belum mencapai sasaran
sesuai denga nisi kebijakan dan Tugas Pokok dan Fungsi dari dua Dinas ini. Sesuai
dengan data yang terdapat pada tahun 2017 ada 10 orang yang ditangani oleh Satpol PP
dan 2018 ad 17 orang yang juga ditangani oleh Satpol PP. Penanganan ini tentu juga
diserahkan kepada Dinas Sosial, sebab Dinas Sosial adalah instansi yang berhak

melakukan penindakan lebih lanjut seperti di rehabitasi atau diberikan sanksi. Secara

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sosial belum memfasilitasi secara penuh untuk tahap

31



rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna yang tertangkap oleh Satpol PP tetapi bekerja
sama dengan LSM GEMPA yang sejatinya memang untuk rehabilitasi sosial untuk
korban penyalahguna NAPZA di Kota Payakumbuh. Selain itu pada Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan lem juga dijelaskan bahwa
penyalahguna berhak mendaptkan rehabilitasi secara sosial oleh perangkat daerah
terkait, dan disini yang mejadi perangkat daerah tersebut adalah Dinas Sosial. Maka

menjadi tanggung jawab Dinas~Sesta 4 elakukan rehabilitasi secara sosial

tanggung jawab
Dinas Sosigljse 7 : s da eldksanaan Peraturan
Daerah ini $gdab di ant [5Ffentang Larangan
anya rehabilitasi
sosial tetap ntuk rehabilitasi
secara med s Kesehatan juga
bekerja san bantu membuka
pelayanan ' dinas kesehatan
degan pus Juskesmas adalah
bawahan dari \Ojt Re pitnc00fdifbsi v ol santara Dinas Sosial
dengan Dinas Kesehata d pulan. Masa koordinasi yang
dilakukan secara bersama ini sangat lama sebab penanganan serta laporan ini akan
berubah dengan cepat. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan beserta BNN dan LSM GEMPA pun terbilang lama sekali jika masih

dilakukan sekali dalam tiga bulan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik meneliti lebih mendalam bagaimana

kinerja implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
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Larangan Penyalahgunaan Lem di Kota Payakumbuh dengan judul: implementasi

peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang pelarangan penyalahgunaan lem di Kota

Payakumbuh.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.3 TUJUA

Bedas ka penelitian ini

bertujuan u

Mendeskrif Peyalahgunaan
Lem di Kot
1.4 MANFAA KEDJAJAAN
= N~
Manfaat yang dapatdtes Fa-adalah:

1. Secara Akademis

Diharapkan tulisan yang akan dihasilkan nanti dapat memperkaya
khasanah perpustakaan Universitas Andalas pada umumnya dn Fakultas llmu
Sosial dan Ilmu Politik Program IImu Administrasi Publik pada khususnya dan

penelitian ini dapat memperoleh kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam
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sehingga dapat dijadikan acuan konspsual ilmiah bagi perbaikan dalam
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan bagimana implementasi
peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 10 tahun 2015 tentang pelararngan

penyalahgunaan lem.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi

asi kebijakan yang

penyalahgunaan
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